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ABTSRAK 
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial dan ekonomi Gerakan 4B di Korea Selatan sebagai 
respons terhadap norma gender tradisional dalam masyarakat patriarkal yang masih dipengaruhi nilai 
Konfusianisme. Gerakan 4B yang menolak pernikahan, melahirkan anak, pacaran, dan hubungan seksual 
muncul sebagai bentuk perlawanan perempuan muda terhadap diskriminasi gender,  kesenjangan upah 
dan keterbatasan ekonomi. Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan 
landasan teori Gender and Development (GAD) dan Ekonomi Feminisme, untuk mengeksplorasi 
bagaimana redefinisi peran perempuan melalui Gerakan 4B berkontribusi pada pembangunan 
berkelanjutan dan pencapaian SDG-5 (kesetaraan gender). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan 
4B mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi, preferensi hidup mandiri, dan partisipasi 
perempuan di sektor ekonomi non-tradisional. Transformasi ini memicu pertumbuhan sektor jasa berbasis 
individualisme, sekaligus menurunkan permintaan pada industri tradisional seperti pernikahan dan 
properti keluarga. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko penurunan 
angka kelahiran yang berimplikasi pada struktur demografi dan keberlanjutan ekonomi nasional.  

Kata  Kunci: Gerakan 4B, Kesetaraan Gender, Pembangunan Ekonomi, SDGs, Transformasi 
Sosial 
 

Gender Norm Transformation and Economic Development: A Study of South 
Korea's 4B Action. 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the social and economic impacts of the 4B Movement in South Korea as a 
response to traditional gender norms in a patriarchal society that is still influenced by Confucian values. 
The 4B Movement, which rejects marriage, childbearing, dating, and sexual relations, emerged as a form 
of resistance by young women against gender discrimination, wage disparities, and economic limitations. 
This study uses a qualitative method based on literature studies, with a foundation in Gender and 
Development (GAD) theory and Feminist Economics, to explore how the redefinition of women's roles 
through the 4B Movement contributes to sustainable development and the achievement of SDG-5 (gender 
equality). The results show that the 4B Movement has driven significant changes in consumption 
patterns, preferences for independent living, and women's participation in non-traditional economic 
sectors. This transition has resulted in the expansion of the individualism-based service industry while 
decreasing demand for traditional businesses like weddings and family property. However, this 
phenomena introduces new concerns, such as the risk of diminishing birth rates, which have 
repercussions for the demographic structure and sustainability of the national economy. 

Keywords: 4B Action, Gender Equality, Economic Development, SDGs, Social Transformation 

 
How to Cite: 
Mardliyah, F.A. (2025). Transformasi Norma Gender dan Pembangunan Ekonomi: 
Studi Gerakan 4B di Korea Selatan. JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan), 9(1), 
34-53. https://doi.org/10.33005/jdep.v9i1.859 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

34 
 

 

Volume 9 Nomor 1, Januari 2026 

JDEP  
(Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) F.A Mardliyah, Transformasi Norma Gender...  

PENDAHULUAN 
Kesetaraan gender merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan 

berkelanjutan untuk mewujudkan akses partisipasi yang setara antara pria dan wanita 

dalam sistem sosial. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) ke-5, dan upaya meningkatkan 

Indeks Pembangunan Gender atau Gender Development Indeks (Faridatussalam, 

Wahyuningrum, & Anggraini, 2023). Meskipun berbagai kebijakan dan inisiatif telah 

dirancang untuk mencapai tujuan ini, banyak masyarakat, terutama di negara-negara 

dengan budaya patriarki yang kuat, masih menghadapi tantangan besar dalam 

mengatasi norma-norma gender tradisional yang membatasi peran perempuan dalam 

ekonomi dan sosial. Korea Selatan, sebagai salah satu negara maju di Asia Timur, 

memiliki dinamika yang menarik dalam hal ini. Di tengah modernisasi yang pesat, 

nilai-nilai Konfusianisme yang telah mengakar kuat terus membentuk norma gender, 

memperkuat ekspektasi sosial bahwa perempuan harus mengutamakan peran 

domestik sebagai istri dan ibu (Mun-Hee, 2025). Pandangan tersebut kurang selaras 

dengan teori pembangunan ekonomi modern. 

Pembangunan Ekonomi modern melihat modal pembangunan tidak hanya 

sebatas pada modal fisik (physical capital), namun juga modal manusia (human capital), 

dan modal sosial (social capital). Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan sebuah 

negara untuk meningkatkan mutu pembangunan tidak hanya pada bangunan fisik 

namun juga pada sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Hal ini juga 

mendorong adanya akselerasi pembangunan berbasis human development. United Nation 

Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa salah satu premis dasar dalam 

pembangunan manusia adalah mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 

Gagasan tersebut selanjutnya melahirkan teori yang dicetuskan oleh United Nations 

Population Fund (UNPF) pada Konferensi Internasional tentang Populasi dan 

Pembangunan yang dilaksanakan di Mesir pada 5-13 September 1994, yakni tentang 

People Centered Development Theory dimana segala pembangunan ekonomi harus 

memiliki prinsip berwawasan kependudukan. Konferensi ini memiliki berbagai tujuan 

dimana salah satunya adalah menciptakan kesetaraan gender, pemberdayaan 

perempuan, dan dukungan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Tujuan 

tersebut lantas direpresentasikan dalam berbagai bentuk kebijakan di setiap negara 

dunia.  

Beberapa waktu terakhir, di Korea Selatan muncul gerakan 4B (Bi-hon, Bi-chulsan, 

Bi-yunae, Bi-sekseu). (Munculnya Gerakan 4B, yang menolak pernikahan, melahirkan 

anak, berkencan, dan hubungan seksual, telah menjadi katalis perubahan sosial yang 

signifikan. Fenomena ini lahir dari sebuah utas yang digagas oleh seorang pengguna 

Twitter (sekarang X) pada Maret 2018, yang mengisyaratkan perempuan lain untuk 

mulai belajar ekonomi, dan cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri 

sebagai wanita yang lebih independent (Lee & Jeong, 2021). Gerakan ini tidak hanya 

mempersoalkan peran tradisional perempuan, tetapi juga menantang struktur 

ekonomi yang didasarkan pada norma-norma tersebut. Dengan menolak keterlibatan 
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dalam institusi tradisional, Gerakan 4B mendorong redefinisi peran perempuan dalam 

masyarakat dan ekonomi (Masood & Erdogdu, 2024). 

Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi memiliki dampak 

signifikan, seperti yang terlihat di Kalimantan Timur, Indonesia. Indeks Pemberdayaan 

Gender (Gender Empowerment Index/GEI) menunjukkan bahwa keterlibatan 

perempuan di sektor ekonomi dan politik mendorong kebijakan yang lebih inklusif 

dan responsif terhadap kesetaraan gender (Purba, 2024). Meskipun indikator lain 

seperti rata-rata lama sekolah dan harapan hidup perempuan belum menunjukkan 

pengaruh besar, peningkatan representasi perempuan di sektor formal dan 

pengambilan keputusan terbukti meningkatkan produktivitas ekonomi regional. 

Fenomena tersebut tentu saja mengundang diskursus lebih dalam tentang disparitas 

gender, mengingat Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) di 

negara-negara berkembang masih relatif tinggi (Al Faizah, Perwithosuci, & Hidayah, 

2022). Upaya mengurangi kesenjangan gender menjadi kunci dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  

Kaum feminis Korea yang tergabung dalam gerakan tersebut secara aktif 

menentang berbagai tekanan berbasis gender yang dikonstuksi dalam masyarakat 

konservatif. Mereka melakukan ini bukan hanya dengan menarik diri dari dunia 

kencan, tetapi juga dengan menolak standar kecantikan yang dominan di negara 

tersebut, serta praktik konsumtif yang sering kali terkait dengan standar tersebut. 

Gerakan ini menantang jalur kehidupan tradisional yang mengharuskan perempuan 

untuk menikah dan membangun keluarga, sambil mengecam diskriminasi yang 

dialami perempuan di pasar kerja Korea (Organisation for Economics Co-operation and 

Development). Tidak hanya itu, perempuan juga mendapatkan ketidakadilan pada 

distribusi upah di dunia kerja. Di sana, perempuan menerima upah 31% lebih rendah 

dibandingkan rekan laki-laki mereka, baik saat mereka masih lajang maupun setelah 

mereka menjadi ibu (Puspitasari & Sundari, 2025). Hal ini tentu saja menimbulkan 

pertentangan besar dari kalangan perempuan sebagai kelompok yang termarjinalkan 

di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama ketika kontribusi dari setiap 

kelompok sangat dibutuhkan. 

Gerakan ini menjadi masif dalam waktu yang cukup singkat. Masifnya gerakan 

4B tentu memiliki dampak lebih lanjut pada struktur ekonomi dan sosial masyarakat 

Korea Selatan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara mikro namun juga 

makro. Keberlangsungan gerakan ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan 

manusia di Korea Selatan. Ketidaksediaan perempuan untuk menjalin relasi dengan 

pria akan mendorong perempuan untuk memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, 

menaikkan nilai diri, dan juga menjadi berdaya dengan dirinya. Kondisi tersebut akan 

mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga meningkat dan 

berpengaruh terhadap berbagai keputusan ekonomi lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan 4B berdampak 

pada pembangunan manusia khususnya dampak terhadap norma gender dan 

pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bagaimana gerakan 4B 



 

36 
 

 

Volume 9 Nomor 1, Januari 2026 

JDEP  
(Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) F.A Mardliyah, Transformasi Norma Gender...  

juga memiliki pengaruh terhadap kondisi makro dan mikro di Korea Selatan. 

Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara norma sosial dan ekonomi, 

perubahan disparitas gender, dan pembangunan manusia yang lebih inklusif. Selain 

itu, penelitian ini akan menghubungkan relevansi gerakan ini dengan SDG-5, yang 

menempatkan kesetaraan gender sebagai pilar utama pembangunan global. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berbicara tentang dampak Gerakan 

4B di Korea Selatan, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang bagaimana 

perubahan sosial dapat menjadi katalis bagi pembangunan manusia yang merupakan 

salah satu pilar pokok dalam transformasi pembangunan ekonomi yang lebih luas. 

Maka, penelitian ini akan membahas pembangunan ekonomi dalam perspektif 

pembangunan modal manusia dan analisis transformasi gender. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan 

masyarakat umum tentang potensi dan tantangan dalam menciptakan model 

pembangunan yang lebih progresif dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka 

(library research), yang bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari 

Gerakan 4B di Korea Selatan. Pendekatan kualitatif adalah metode yang dirancang 

untuk digunakan pada penelitian yang bersifat kajian mendalam pada suatu fenomena 

kontemporer (Moleong, 2021). Metode ini pada umumnya dapat memberikan jawaban 

yang lugas mengenai bagaimana ataupun mengapa suatu hal dapat terjadi. Oleh 

karena itu, metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami 

fenomena kompleks melalui eksplorasi literatur yang relevan dan dapat memperoleh 

jawaban atas alasan mengapa suatu hal terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta analisis media 

(Sugiyono, 2021). Selain itu, data sekunder dari lembaga internasional seperti OECD, 

Bank Dunia, dan UN Women turut digunakan untuk memberikan landasan empiris 

dalam penelitian ini. 

Prosedur penelitian akan dilakukan dalam tiga tahapan utama. Pertama, data 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur akademik, 

laporan resmi, dan media. Fokus utama dalam pengumpulan data adalah pada 

penelitian yang membahas norma gender, ekonomi feminisme, dan perubahan sosial 

di Korea Selatan. Kedua, analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif 

kualitatif untuk memahami hubungan antara perubahan norma gender yang diinisiasi 

oleh Gerakan 4B dan dampaknya terhadap struktur sosial serta ekonomi. Ketiga, 

validasi data dilakukan dengan cara mengevaluasi konsistensi dan relevansi berbagai 

temuan dari sumber yang digunakan, memastikan bahwa informasi yang diolah 

memiliki kredibilitas dan mendukung analisis yang dilakukan (Dull & Reinhardt, 

2014). 

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori. Teori pertama yang juga 

merupakan grand theory pada penelitian ini adalah Teori Pembangunan Manusia 



 

37 
 

 

Volume 9 Nomor 1, Januari 2026 

JDEP  
(Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) F.A Mardliyah, Transformasi Norma Gender...  

(Human Development Theory). Teori ini pertama kali dicetuskan oleh UNDP. Pada teori 

ini disebutkan bahwa dalam pembangunan manusia tidak boleh hanya 

memperhatikan nilai ekonomis saja namun juga harus memperhatikan beberapa hal 

lain seperti produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Berkaitan 

dengan pemberdayaan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai 

pemberdayaan manusia dalam konteks pemberdayaan perempuan melalui 

pembangunan gender. Oleh karena itu, digunakan pula beberapat teori yang berkaitan 

dengan pembangunan gender.  

 Teori pembangunan gender yang pertama yaitu Gender and Development (GAD). 

Teori Gender and Development (GAD) menyoroti pentingnya memahami hubungan 

antara ketidaksetaraan gender dan pembangunan ekonomi (Kabeer, 1999). GAD 

menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana norma gender yang 

membatasi peran perempuan dapat memengaruhi akses terhadap sumber daya 

ekonomi, peluang kerja, dan pembangunan sosial. Dalam konteks penelitian ini, GAD 

relevan untuk mengevaluasi bagaimana Gerakan 4B menantang norma gender 

tradisional di Korea Selatan, serta bagaimana perubahan tersebut berkontribusi pada 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG-5), terutama dalam kesetaraan 

gender. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Ekonomi Feminisme, sebuah 

pendekatan yang berfokus pada bagaimana peran gender memengaruhi struktur dan 

dinamika ekonomi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh (Waring, 1988) dalam 

bukunya If Women Counted (1988), yang mengkritisi cara ekonomi tradisional 

mengabaikan kontribusi perempuan, terutama dalam pekerjaan tidak berbayar seperti 

pekerjaan domestik dan pengasuhan anak (D’Ambrosio & Rao, 2015). Dalam konteks 

Gerakan 4B, teori ini membantu menjelaskan bagaimana penolakan terhadap institusi 

tradisional, seperti pernikahan dan keluarga, mengubah pola konsumsi dan partisipasi 

perempuan dalam pasar tenaga kerja. Teori ini juga menggarisbawahi bagaimana 

perempuan dapat menjadi agen perubahan ekonomi yang signifikan ketika mereka 

bebas dari norma-norma yang membatasi. 

Dalam upaya memahami keterkaitan antara gerakan sosial dan perubahan 

struktur ekonomi, penelitian ini mengadopsi pendekatan teoritis yang relevan untuk 

menganalisis dinamika yang terjadi dengan menggunakan pendekatan Human 

Development, Gender and Development (GAD) dan Ekonomi Feminisme sebagai kerangka 

analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam 

tentang bagaimana Gerakan 4B tidak hanya menjadi respons terhadap norma 

patriarkal, tetapi juga menjadi katalis untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembangunan Manusia dan Reformasi Disparitas Gender 

Gerakan 4B mulai muncul pada tahun 2017 dan terus merebak hingga sekitar 

tahun 2019. Pada mulanya gerakan ini merupakan refleksi dari rasa kecewa para 
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perempuan di Korea Selatan atas berbagai perlakuan tidak adil dan ketidaksetaraan 

gender. Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan bahwa para 

perempuan di Korea Selatan banyak menghadapi ketidaksetaraan seperti beban 

pengasuhan yang lebih berat, tingkat upah yang lebih rendah, dan keterbatasan 

aksesibilitas di berbagai kesempatan (Shakina, 2022). Pemicu utama gerakan ini adalah 

adanya seorang perempuan yang dibunuh secara brutal di sebuah stasiun di wilayah 

Gangnam dimana pelaku mengaku bahwa pembunuhan tersebut dilatarbelakangi 

adanya kebencian terhadap kaum perempuan karena dirinya telah berulang kali 

ditolak oleh perempuan (Humairah & Dewi, 2025). Gerakan 4B terdiri dari : 

1. Bi-hon (Tidak Menikah) 

Poin ini menunjukkan bahwa para perempuan menolak adanya pernikahan. 

Hal ini diusung karena para perempuan menilai bahwa tingkat patriarki di 

Korea Selatan sangat tinggi. Beban pengasuhan dan pekerjaan domestik 

hampir seluruhnya tertumpu pada perempuan. Budaya patriarki telah 

mengakar di Korea Selatan karena berasal dari budaya kerajaan yang sudah 

turun-temurun selama ratusan tahun. 

2. Bi-chulsan (Tidak Melahirkan Anak) 

Poin ini sebenarnya tidak membatasi pada perempuan dan melahirkan 

namun secara lebih luas, poin ini juga menunjukkan ketidaksediaan 

perempuan untuk memiliki anak. Dimana secara umum, memiliki anak 

memiliki korelasi yang kuat dengan kelahiran. Perempuan memiliki beban 

pengasuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Beban ini 

terasa lebih berat dengan adanya tuntutan di berbagai sektor formal bagi 

seorang perempuan bekerja. Beban menyusui dan membesarkan anak tanpa 

adanya dukungan fasilitas publik yang memadai menjadikan beban 

pengasuhan tersebut menjadi semakin berat. Tidak sedikit para perempuan 

bekerja yang kemudian harus meninggalkan karir karena harus melakukan 

tugas pengasuhan (caregiver) 

3. Bi-yunae (Tidak Berkencan dengan Pria) 

Poin ini muncul karena adanya anggapan bahwa berkencan merupakan jalan 

pertama menuju pernikahan. Oleh karena itu, penolakan terhadap 

pernikahan harus disertai dengan penolakan terhadap ajakan berkencan. 

Selain itu, poin ini muncul karena banyak ditemui adanya kekerasan berbasis 

gender. Dimana banyak perempuan di Korea Selatan yang mendapatkan 

kekerasan dalam berbagai bentuk ketika ingin mengakhiri hubungan asmara 

(Zimmermann, 2023). Oleh karena itu, poin ini dianggap sebagai salah satu 

bentuk penolakan kekerasan berbasis gender.  

4. Bi-sekseu (Tidak Melakukan Hubungan Seksual dengan Pria) 

Hal ini merupakan representatif dari pernyataan poin kedua untuk tidak 

memiliki anak. Berhubungan seksual meningkatkan probabilitas seorang 

perempuan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap 

penolakan untuk memiliki anak tentunya adalah dengan menolak 
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melakukan hubungan seksual. Alasan lain adalah karena banyak kekerasan 

terhadap perempuan yang bermula dari aktivitas hubungan seksual dengan 

pria baik karena adanya jalinan asmara ataupun karena adanya pelecehan 

seksual.  

Gerakan 4B tidak hanya merepresentasikan penolakan terhadap norma 

tradisional, tetapi juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai hubungan 

antara perubahan sosial dan struktur ekonomi. Dalam masyarakat dengan sistem 

patriarkal yang mengakar, seperti Korea Selatan, institusi-institusi seperti pernikahan 

dan keluarga sering kali berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat 

ketimpangan gender, sebagaimana yang disuarakan oleh kelompok radikal kultural. 

Dengan menolak institusi-institusi ini, perempuan yang berpartisipasi dalam Gerakan 

4B mengubah cara pandang terhadap otonomi pribadi, hubungan antargender, dan 

distribusi peran domestik (Lee & Jeong, 2021). Perubahan ini berdampak langsung 

pada dinamika sosial, termasuk bagaimana masyarakat mengelola kebutuhan ekonomi 

yang bergeser akibat pola hidup individu yang lebih mandiri. 

Lebih jauh lagi, Gerakan 4B berfungsi sebagai cermin atas proses modernisasi 

sosial yang sedang berlangsung di Korea Selatan. Gerakan ini mencermin bagaimana 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Korea Selatan masih dinilai gagal dalam 

menghadirkan pembangunan yang responsif perempuan. Pembangunan Modal 

Manusia (Human Capital) pada negara berkembang umumnya menghadapi beberapa 

tantangan diantaranya adalah rendahnya tingkat literasi dan pendidikan, akses 

fasilitas kesehatan yang tidak memadai, tingginya angka pengangguran dan pekerjaan 

dengan upah tidak layak, brain drain, dan disparitas gender (Entekhabi, 2023). 

Munculnya gerakan 4B merupakan gambaran bagaimana disparitas gender 

merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan sebuah negara. 

Kegagalan peran pemerintah, yang dalam hal ini adalah kegagalan pemerintah dalam 

menghadirkan ruang aman dan setara bagi para perempuan memicu adanya gerakan 

masif yang berujung pada revolusi peran perempuan.  

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan resistensi terhadap nilai-nilai 

tradisional, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam 

memasuki ruang publik, baik dalam konteks pekerjaan maupun representasi sosial 

(Karim, Pattiruhu, & Chin, 2022). Dalam konteks ini, gerakan tersebut memberikan 

peluang untuk menganalisis bagaimana struktur sosial yang berubah dapat menjadi 

pemicu bagi reformasi kebijakan, terutama dalam mendukung perempuan yang 

memilih untuk hidup di luar jalur tradisional. Oleh karena itu, Gerakan 4B tidak hanya 

menjadi respons lokal terhadap ketimpangan gender, tetapi juga berpotensi menjadi 

model global dalam menciptakan struktur sosial yang lebih fleksibel dan adaptif 

terhadap kebutuhan individu. Pada akhirnya, revolusi tersebut berdampak pada 

berbagai aktivitas ekonomi baik secara mikro maupun makro. Setidaknya, terdapat 

beberapa hal yang terdampak dari adanya gerakan tersebut: 
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1. Struktur Sosial dan Pola Konsumsi 

Generasi muda di Korea Selatan, terutama perempuan, merespons Gerakan 4B 

dengan antusias. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perempuan muda 

yang memutuskan untuk mengesampingkan pernikahan dan memilih hidup mandiri 

(Kim, 2023). Mereka melihat gerakan ini sebagai bentuk pembebasan dari tekanan 

sosial yang berlebihan. Generasi ini, yang sering disebut sebagai YOLO generation (You 

Only Live Once), menunjukkan pergeseran nilai terhadap individualisme dan 

kebebasan pribadi (Zenebe, Han, & Hong, 2025). Mereka menolak institusi pernikahan 

sebagai sumber kebahagiaan yang dipaksakan oleh norma tradisional. 

Perubahan norma gender yang diinisiasi oleh Gerakan 4B tidak hanya 

memengaruhi struktur sosial tetapi juga membawa dampak signifikan pada pola 

konsumsi masyarakat Korea Selatan (Kim, et al, 2002). Sektor industri tradisional yang 

bergantung pada resepsi pernikahan, kebutuhan parenting, dan properti keluarga 

mulai mengalami penurunan permintaan. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang 

sekitar 58% dari PDB Korea Selatan, mencerminkan kontribusi ekonomi yang 

substansial melalui berbagai produk dan layanan yang terkait dengan keluarga. 

Namun, perubahan preferensi konsumen, khususnya perempuan muda, menunjukkan 

bahwa pola pengeluaran masyarakat telah bergeser, sebagaimana terlihat dari 

penurunan pengeluaran selama Bulan Keluarga (Mei 2019–2020) (Yoon, 2018). 

Penurunan ini mengindikasikan pergeseran prioritas dari pengeluaran berbasis 

keluarga ke konsumsi yang lebih individualistis. 

Sebagai respons terhadap perubahan ini, sektor layanan yang berfokus pada 

kegiatan soliter mengalami pertumbuhan signifikan. Misalnya, layanan Beam Solo dari 

Beam Mobility mencatat lonjakan pelanggan hingga 10 kali lipat dalam enam bulan 

terakhir, mencerminkan tingginya minat terhadap mobilitas yang fleksibel dan ramah 

lingkungan. Di sektor pariwisata, perempuan kini lebih memilih pengalaman 

perjalanan yang personal dan sesuai dengan preferensi mereka, dengan industri 

pariwisata menghasilkan sekitar 84,7 triliun won ($59,1 miliar) pada tahun 2023 

(Bahari, 2023). Tren ini menggarisbawahi peningkatan kesadaran perempuan muda 

akan pentingnya gaya hidup mandiri dan pengalaman individu, sekaligus 

mencerminkan pergeseran konsumsi dari kebutuhan kolektif ke aktivitas yang 

mendukung kebebasan, otonomi, dan keberlanjutan. 

Perubahan pola konsumsi di Korea Selatan, yang beralih dari kebutuhan kolektif 

ke preferensi individu, telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru yang lebih 

fleksibel dan berorientasi pada gaya hidup mandiri (Lee, Lim, & Song, 2005). Tren ini 

memunculkan peluang ekonomi di sektor jasa dan layanan yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan personal. Namun, di sisi lain, sektor tradisional seperti properti 

keluarga besar dan industri pernikahan mengalami penurunan tajam, mencerminkan 

pergeseran nilai dan prioritas generasi muda. Penurunan angka pernikahan, misalnya, 

mengurangi permintaan terhadap layanan-layanan yang sebelumnya menjadi pilar 

dalam industri tradisional (Kim, et al, 2021). Pergeseran ini menunjukkan dinamika 
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ekonomi baru, di mana preferensi individu mendorong inovasi di sektor-sektor 

modern yang lebih responsif terhadap gaya hidup mandiri. 

Transformasi konsumsi ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, 

khususnya dalam membentuk kembali struktur masyarakat. Semakin banyak 

perempuan muda yang memilih untuk hidup sendiri dan mengejar aspirasi pribadi 

dibandingkan mengikuti norma tradisional (Manek, 2023). Hal ini menciptakan 

perubahan dalam struktur keluarga dan cara perempuan memandang peran mereka 

dalam masyarakat. Meskipun perubahan ini memberikan lebih banyak ruang bagi 

perempuan untuk mendefinisikan ulang kebebasan pribadi, tantangan baru juga 

muncul, seperti meningkatnya risiko isolasi sosial dan kesepian (Kim, 2021). Oleh 

karena itu, meskipun transformasi ini mengarah pada kemajuan sosial, ada kebutuhan 

untuk memastikan bahwa aspek kesejahteraan sosial tidak diabaikan. 

Selain dampak sosial, perubahan ini juga membawa kontribusi yang signifikan 

terhadap pembangunan berkelanjutan. Pergeseran pola konsumsi menuju preferensi 

individu mendorong adopsi produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan di 

Korea Selatan (Lee, Lim, & Song, 2005). Gaya hidup mandiri perempuan muda sering 

kali dikaitkan dengan keputusan konsumsi yang lebih bertanggung jawab, seperti 

memilih produk yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi. Preferensi ini 

telah memaksa banyak perusahaan untuk mengubah pendekatan mereka, beralih ke 

praktik bisnis yang lebih hijau untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin 

sadar akan dampak lingkungan (Bell, Hickel, & Zoomkawala, 2023). Tren ini 

menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pembangunan yang tidak hanya 

berbasis profit, tetapi juga keberlanjutan. 

Namun, di tengah berbagai peluang yang muncul, tantangan tetap ada bagi 

sektor tradisional yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Industri 

seperti pernikahan dan properti keluarga besar harus berinovasi untuk tetap relevan di 

tengah perubahan preferensi generasi muda (Kim, et al, 2021) karena data 

menunjukkan bahwa tren pengeluaran warga Korea Selatan untuk Bulan Keluarga 

mengalami penurunan. Inovasi perlu dilakukan dengan konsep-konsep baru yang 

lebih minimalis mulai menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan 

gaya hidup modern. Adaptasi ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan 

sektor tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi modern 

tidak mengorbankan nilai-nilai yang sebelumnya mendukung struktur sosial 

tradisional (United Nation, 2002). 
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Gambar 1. Pengeluaran Warga Korea Selatan selama Bulan Keluarga (2019-2020) 

Sumber: Statista 

 

2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan dan Angkatan Kerja  

Mengacu pada salah satu fokus pembangunan manusia yakni adanya 

pemberdayaan, gerakan 4B di Korea Selatan telah mendorong peningkatan partisipasi 

perempuan dalam sektor ekonomi dengan mengubah fokus mereka dari pernikahan 

dan keluarga tradisional menuju pengembangan karier dan stabilitas finansial. 

Menurut data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), partisipasi 

tenaga kerja perempuan meningkat dari sekitar 50% di awal 2000-an menjadi 58% 

pada tahun 2023. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi 

juga menunjukkan kemajuan pesat, mencapai 71,3% pada tahun 2020, melampaui laki-

laki (Kim & Jung, 2024). Perempuan yang tetap bekerja memiliki penghasilan disposable 

lebih besar, yang sering kali mereka manfaatkan untuk investasi dalam pendidikan, 

bisnis kecil, atau peningkatan kualitas hidup. Namun, meskipun partisipasi 

perempuan meningkat, kesenjangan upah gender tetap menjadi tantangan utama, 

dengan perempuan masih menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki 

meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja yang setara (Lee, 2022). 

Meskipun kontribusi perempuan dalam ekonomi Korea Selatan telah 

menunjukkan peningkatan, kesenjangan upah gender tetap menjadi hambatan 

signifikan. Perempuan umumnya menerima upah yang lebih rendah dibandingkan 

laki-laki, meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja yang setara (Yang & Li, 

2025). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan 

positif dalam partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan pendidikan, tantangan 

struktural untuk mencapai kesetaraan gender masih membutuhkan perhatian yang 

lebih serius dan tindakan yang terarah. 

Kesenjangan upah gender di Korea Selatan tidak hanya menjadi tantangan bagi 

perempuan tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. 

Ketimpangan ini mengakibatkan hilangnya potensi produktivitas, karena perempuan 

dengan keterampilan setara sering kali ditempatkan pada posisi yang dibayar lebih 

rendah dibandingkan laki-laki (Schollmeier & Scott, 2024). Penelitian menunjukkan 
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bahwa jika kesenjangan upah gender dapat dikurangi hingga separuhnya, potensi PDB 

Korea Selatan bisa meningkat hingga 4% pada tahun 2030. Pada tahun 2021, 

perempuan di Korea Selatan menerima rata-rata 31,1% lebih sedikit dibandingkan laki-

laki untuk pekerjaan yang sama (Han, et al, 2023). Ketidaksetaraan ini juga membatasi 

kontribusi perempuan di sektor strategis seperti teknologi dan keuangan, yang sangat 

membutuhkan diversifikasi tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif. 

Salah satu penyebab utama kesenjangan upah gender di Korea Selatan adalah 

norma sosial dan budaya yang memperkuat peran tradisional perempuan dalam 

rumah tangga. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% perempuan mengurangi jam 

kerja atau meninggalkan pekerjaan mereka setelah memiliki anak (Dynan, Kirkegaard, 

& Stansbury, 2022)Beban tanggung jawab domestik ini menghalangi perempuan untuk 

mengejar karier di tingkat manajerial atau meningkatkan keterampilan mereka. Selain 

itu, hanya 5% perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan besar, 

proporsi yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya (World 

Economic Forum). Bias dalam proses rekrutmen dan promosi, serta kurangnya 

fleksibilitas kerja, semakin memperburuk kesenjangan upah gender. Jika akar masalah 

ini tidak segera diatasi, kesetaraan di tempat kerja akan tetap menjadi tantangan besar. 

Dampak dari kesenjangan upah gender juga sangat terasa pada kehidupan 

perempuan di Korea Selatan, baik secara ekonomi maupun sosial. Perempuan dengan 

pendapatan lebih rendah memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan lanjutan 

atau peluang investasi, yang membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Data dari Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa perempuan hanya 

mengontrol 23% dari total aset rumah tangga, angka yang jauh lebih rendah 

dibandingkan laki-laki (Gai & Haworth, 2024). Ketimpangan ini juga berdampak pada 

masa depan mereka; perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan di usia lanjut 

akibat rendahnya akumulasi pensiun selama bekerja. Pada tahun 2020, lebih dari 40% 

perempuan lanjut usia di Korea Selatan hidup di bawah garis kemiskinan, 

dibandingkan dengan 25% laki-laki (Korea Statistic, 2021). Ketidaksetaraan ini 

memperburuk ketergantungan perempuan pada dukungan negara atau keluarga, yang 

menambah beban sosial dan ekonomi secara keseluruhan. 

Menyadari dampak luas dari kesenjangan upah gender, pemerintah Korea 

Selatan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah 

satu kebijakan utama adalah penerapan undang-undang yang mewajibkan 

transparansi upah di perusahaan besar, yang mulai berlaku pada tahun 2021 

(Bennedsen, Larsen, & Wei, 2023). Data awal menunjukkan bahwa kebijakan ini 

mendorong 12% perusahaan untuk meninjau ulang struktur upah mereka pada tahun 

pertama implementasi. Selain itu, pemerintah meluncurkan program pelatihan 

kepemimpinan bagi perempuan untuk meningkatkan representasi mereka di posisi 

manajerial. Namun, hanya 18% perusahaan yang secara aktif mengikuti program ini 

pada tahun 2023, menunjukkan bahwa adopsi kebijakan masih terbatas (Mun-Hee, 

2025). Untuk meningkatkan dampaknya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan 
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pelaksanaan kebijakan ini, memberikan insentif bagi perusahaan yang menunjukkan 

kemajuan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender 

di dunia kerja. 

Namun, meskipun langkah-langkah seperti transparansi upah dan pelatihan 

kepemimpinan telah diperkenalkan, tantangan struktural tetap menjadi penghalang 

signifikan untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Banyak perempuan 

menghadapi bias gender yang tidak terlihat, seperti kurangnya dukungan institusional 

untuk mengelola tanggung jawab domestik dan profesional secara bersamaan. Data 

dari Korean Women’s Development Institute pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% 

perempuan yang meninggalkan pekerjaan mereka menyebut beban domestik sebagai 

alasan utama, dibandingkan dengan hanya 12% laki-laki. Selain itu, survei nasional 

mengungkapkan bahwa 53% perempuan merasa kurang mendapatkan kesempatan 

untuk promosi dibandingkan rekan laki-laki mereka dengan kualifikasi setara (Kim, 

Kim, & Baek, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan formal saja tidak 

cukup; diperlukan perubahan budaya organisasi yang lebih mendalam untuk 

mengatasi hambatan sistemik ini dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

inklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kesenjangan Gaji Pria dan Wanita di Korea Selatan Tahun 2023 

Sumber: Korea Herald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kesenjangan Gaji Pria dan Wanita di Korea Selatan Berdasarkan Sektor 

Sumber: Xinhua News Agency 
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Selain itu, tingkat keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik dan 

bisnis di Korea Selatan masih tergolong rendah. Di parlemen, perempuan hanya 

menduduki sekitar 19% dari total 300 kursi di Majelis Nasional Republik Korea, dalam 

portal data statistik 2024, meskipun pemerintah telah menerapkan sistem kuota 30% 

untuk kandidat perempuan dalam pemilu legislatif. Hambatan budaya dan struktural 

tetap menjadi faktor penghalang utama dalam meningkatkan keterwakilan ini. Di 

sektor manajerial, perempuan hanya mengisi sekitar 12% dari posisi kepemimpinan di 

perusahaan-perusahaan besar. Situasi ini menggarisbawahi kesenjangan gender yang 

signifikan di ranah kepemimpinan, baik dalam politik maupun bisnis, yang harus 

diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substantif di Korea Selatan. 

 

3. Krisis Demografi 

Gerakan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam hal penurunan 

populasi usia produktif akibat rendahnya angka kelahiran. Korea Selatan menghadapi 

risiko yang serupa dengan Jepang, di mana penuaan populasi menciptakan tekanan 

pada sistem jaminan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka Panjang 

(Higo & Klassen, 2015). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat kelahiran 

di Korea Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,717 kelahiran per 1.000 penduduk, 

yang menunjukkan penurunan sebesar 0,39% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 

dalam World Population Prospect. Dalam konteks ini, pemerintah dan sektor swasta 

perlu memberikan kebijakan yang inklusif untuk perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Angka Kelahiran Korea Selatan 

Sumber: United Nations 

Korea Selatan menghadapi tantangan demografi yang serius akibat penurunan 

angka kelahiran dan populasi usia produktif. Menurut data dari Statistics Korea, total 

populasi diproyeksikan turun dari 51,75 juta pada tahun 2024 menjadi 46,27 juta pada 

tahun 2052, dan bahkan menyusut hingga 36 juta pada tahun 2072, mencerminkan 

penurunan sekitar 30% dari populasi saat ini (United Nation, 2024). Tingkat kesuburan 

yang sangat rendah, yakni hanya 0,72 kelahiran per perempuan pada tahun 2023, jauh 

di bawah angka pengganti, turut mempercepat proses ini. Selain itu, penuaan populasi 
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menjadi tantangan utama, dengan perkiraan bahwa 47% penduduk akan berusia 65 

tahun ke atas pada tahun 2072, di mana perempuan diprediksi mendominasi 

kelompok usia lanjut karena harapan hidup yang lebih tinggi (Yeung & Jones, 2024). 

Tantangan ini memberikan tekanan besar pada sistem jaminan sosial, layanan 

kesehatan, dan ketenagakerjaan. 

Namun, pergeseran demografi ini juga mendorong munculnya peluang ekonomi 

baru yang berbasis inovasi dan efisiensi. Penurunan populasi usia produktif telah 

memacu pengembangan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan di berbagai 

sektor industri untuk menggantikan tenaga kerja manusia (Paksiutov, 2021). Selain itu, 

Korea Selatan mulai mengalihkan fokusnya pada ekonomi berbasis pengetahuan dan 

kreativitas, yang lebih mengutamakan kualitas inovasi daripada jumlah tenaga kerja. 

Pergeseran ini menciptakan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih besar 

dalam sektor teknologi, penelitian, dan pengembangan, sekaligus mendukung 

transformasi ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan demografi. 

Upaya menantang norma patriarkal yang dilakukan oleh Gerakan 4B memiliki 

relevansi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 

ke-5, yaitu kesetaraan gender. Dengan membuka ruang bagi perempuan untuk 

berpartisipasi secara lebih aktif dalam ekonomi dan menolak standar gender yang 

tidak adil, gerakan ini mendukung indikator SDG-5, seperti penghapusan diskriminasi 

berbasis gender dan akses terhadap pekerjaan yang layak (Yang & Li, 2025). Dalam 5 

tahun terakhir, penelitian dari OECD pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 

peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja di Korea Selatan sebesar 2,3% 

telah berkontribusi pada pertumbuhan sektor teknologi dan jasa, terutama di kota-kota 

besar seperti Seoul dan Busan. Pada 2022, sektor e-commerce di Korea Selatan, yang 

sebagian besar digerakkan oleh wirausaha perempuan, mencatatkan pertumbuhan 

sebesar 18,8%, memperluas pasar digital dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru  

didasarkan pada Portal Data dan Statistik 2023. Perubahan ini mencerminkan bahwa 

kesetaraan gender tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu perempuan, 

tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui peningkatan 

produktivitas, diversifikasi tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor berbasis inovasi.  

Meskipun demikian, tantangan struktural tetap ada, terutama dalam hal 

kesenjangan upah gender. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), Korea 

Selatan menempati peringkat ke-112 dari 146 negara dalam kesetaraan gender terkait 

partisipasi ekonomi dan peluang perempuan per Juni 2024 (World Economic Forum, 

2024). Selain itu, data OECD menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kesenjangan upah 

gender di Korea Selatan mencapai 31,1%, salah satu yang tertinggi di antara negara-

negara OECD, dengan perempuan rata-rata menerima 68,9% dari gaji laki-laki untuk 

pekerjaan yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan 

dalam keterlibatan perempuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghapus 

ketimpangan yang menghambat pencapaian kesetaraan gender sepenuhnya. 
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Peluang dan Tantangan Reduksi Disparitas Gender 

Salah satu kesulitan utama dalam merealisasikan SDG-5 di Korea Selatan adalah 

keberlanjutan kesenjangan struktural, seperti kesenjangan upah gender yang masih 

tinggi dan ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi bagi perempuan. Meskipun 

tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pendidikan tinggi telah 

meningkat, perempuan tetap menghadapi diskriminasi berbasis gender, baik dalam 

bentuk akses terhadap pekerjaan yang setara maupun upah yang adil. Data 

menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kesenjangan upah gender di Korea Selatan 

mencapai 31,1%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara 

OECD (Dynan, Kirkegaard, & Stansbury, 2022). Tantangan ini diperburuk oleh norma 

sosial yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga 

memperlambat upaya untuk mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh. 

Ketimpangan ini berdampak langsung pada perekonomian, karena perempuan yang 

tidak diberdayakan secara maksimal dalam pasar tenaga kerja kehilangan peluang 

untuk berkontribusi pada sektor produktif. Dengan akses yang terbatas terhadap 

pekerjaan yang layak dan posisi kepemimpinan, kapasitas inovasi dan diversifikasi 

ekonomi nasional juga terhambat (Lee, Lim, & Song, 2005). Hal ini pada akhirnya 

dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena talenta dan 

keterampilan perempuan yang signifikan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk 

mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Norma patriarkal mengganggu keberlangsungan SDG-5 karena norma ini 

memperkuat ekspektasi tradisional yang membatasi peran perempuan dalam 

masyarakat. Di Korea Selatan, ekspektasi bahwa perempuan harus lebih 

memprioritaskan peran domestik dibandingkan karier mereka menciptakan hambatan 

sosial dan psikologis yang signifikan (Cicowiez & Lofgren, 2023). Norma ini tidak 

hanya menghalangi perempuan untuk mengakses peluang yang setara, tetapi juga 

melanggengkan sistem yang diskriminatif, termasuk pengabaian terhadap kontribusi 

perempuan dalam sektor publik dan ekonomi (Dynan, Kirkegaard, & Stansbury, 2022). 

Dengan demikian, tantangan untuk mengubah norma patriarkal menjadi sangat 

krusial, karena perubahan tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung 

pencapaian indikator-indikator SDG-5 secara berkelanjutan. 

Ekspektasi sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik telah 

mengurangi dorongan mereka untuk mengejar karier atau pendidikan tinggi, terutama 

di bidang strategis seperti sains dan teknologi. Hal ini berdampak pada rendahnya 

angka partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan STEM di Korea Selatan, di 

mana perempuan hanya menyumbang 21,17% dari total mahasiswa yang mengambil 

jurusan sains dan teknik di pendidikan tinggi pada tahun 2022 (Korea Foundation for 

Women in Science, Engineering ant Technology). Angka ini mencerminkan tantangan 

yang masih berlangsung dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa perempuan 

di bidang STEM, meskipun terdapat beberapa perbaikan dalam beberapa tahun 

terakhir. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang hanya mencapai 

54,4% pada tahun 2021 semakin mempertegas bahwa norma-norma tradisional 
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menciptakan hambatan signifikan bagi perempuan untuk mengakses peluang yang 

setara (Yilanci & Ozgur, 2024). Dengan terbatasnya kontribusi perempuan dalam pasar 

tenaga kerja, potensi ekonomi nasional juga mengalami kerugian yang signifikan, 

sehingga menghambat upaya membangun ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif. 

Kebijakan publik memegang peran penting dalam mengubah norma sosial yang 

membatasi perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Salah satu strategi yang 

dapat diterapkan adalah melalui pendidikan berbasis gender di sekolah yang 

mengajarkan pentingnya kesetaraan sejak dini. Sebagai contoh, Swedia telah berhasil 

meningkatkan representasi perempuan dalam bidang STEM hingga 52% pada tahun 

2022 melalui penerapan kurikulum yang menekankan kesetaraan gender (Silander, 

Drange, Pietila, & Reisel, 2022). Pemerintah Korea Selatan telah meningkatkan durasi 

cuti orang tua berbayar untuk ayah, sebagai bagian dari kebijakan pro-keluarga untuk 

mendorong peran lebih aktif laki-laki dalam pengasuhan anak. Sebagai hasilnya, 

jumlah ayah yang mengambil cuti orang tua meningkat dari 17,8% pada tahun 2018 

menjadi 27,8% pada tahun 2021, mencerminkan perubahan positif dalam pembagian 

peran domestik yang lebih setara. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi 

tekanan domestik pada perempuan, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang 

bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam dunia kerja (Korea Statistic, 2021). 

Dengan keterlibatan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan di rumah, 

perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar karier, yang pada akhirnya 

mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. 

Di samping kebijakan, perempuan yang berhasil mendobrak norma patriarkal 

juga berperan sebagai agen perubahan yang signifikan. Kehadiran perempuan di 

posisi kepemimpinan dan sektor ekonomi strategis memberikan contoh nyata bahwa 

perempuan mampu memberikan kontribusi yang setara bahkan lebih dalam 

mendukung pembangunan ekonomi. Misalnya, pada tahun 2022, perempuan mengisi 

35% posisi eksekutif di perusahaan teknologi besar di Korea Selatan, meningkat dari 

hanya 18% pada tahun 2015. Selain itu, jumlah wirausaha perempuan di sektor digital 

tumbuh sebesar 29% dalam periode 2019 hingga 2023 (The Asia Foundation, 2025). 

Perubahan ini menunjukkan bahwa keberanian perempuan untuk mendobrak tradisi 

dapat menjadi inspirasi sekaligus katalis bagi perubahan sosial yang lebih luas. 

Transformasi sosial yang didorong oleh perubahan norma gender ini juga 

berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan. Tercatat pada tahun 2022, 

perempuan menyumbang sekitar 22% dari tenaga kerja di sektor energi terbarukan di 

Korea Selatan, meningkat dari 16% pada tahun 2018 (Pollin, et al 2022). Dengan 

meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor-sektor strategis seperti energi 

terbarukan dan teknologi hijau, Korea Selatan dapat mempercepat transisi menuju 

ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Data dari McKinsey Global Institute (2021) 

menunjukkan bahwa menghilangkan hambatan gender di pasar tenaga kerja dapat 

meningkatkan PDB global hingga $12 triliun pada tahun 2025 (Clark, 2015). Tren ini 

membuktikan bahwa kesetaraan gender tidak hanya berdampak pada kesejahteraan 

individu tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara global. 
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Namun, meskipun banyak perubahan positif telah terjadi, tantangan untuk 

mengubah norma patriarkal tetap signifikan. Resistensi budaya dari generasi 

terdahulu yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional menjadi salah satu 

hambatan utama. Sebuah studi di Korea Selatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 

48% masyarakat berusia di atas 50 tahun percaya bahwa perempuan harus 

memprioritaskan keluarga dibandingkan karier (Kim, Kim, & Baek, 2024). Selain itu, 

perempuan yang berani mendobrak norma sering kali menghadapi stigma sosial, 

seperti dianggap melawan adat istiadat atau kehilangan dukungan komunitas. 

Tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya perlindungan institusional yang 

memadai, terutama bagi perempuan yang menjadi korban diskriminasi berbasis 

gender. Oleh karena itu, meskipun transformasi sosial sedang berlangsung, perubahan 

ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh, termasuk advokasi 

berkelanjutan dan reformasi kebijakan yang progresif. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa bahwa pembangunan ekonomi 

dapat dilakukan dalam berbagai perspektif. Salah satu poin penting dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi modern adalah dengan melakukan 

pembangunan manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai sebagai aset paling 

berharga yang memiliki dampak terhadap tingkat keberhasilan pembangunan suatu 

negara. Modal manusia (Human Capital) inilah yang selanjutnya menempatkan peran 

manusia tidak dapat diabaikan apabila sebuah negara ingin mencapai keberhasilan 

pembangunan yang holistik. Salah satu poin penting pembangunan manusia adalah 

adanya pemberdayaan. Tentu dalam hal ini juga mencakup dalam pemberdayaan 

perempuan.  

Perubahan norma gender di Korea Selatan merupakan salah satu wujud 

bagaimana perempuan yang berdaya dapat memberikan dampak pada kondisi 

pembangunan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Gerakan terseut juga 

sejalan dengan poin SDGs 5 yang berfokus pada bagaimana kesetaraan gender dapat 

tercapai. Studi kasus gerakan B4 ini penting untuk memahami hubungan antara 

transformasi sosial, pembangunan ekonomi, dan kesetaraan gender. Dapat dilihat 

bahwa gerakan tersebut pada akhirnya membawa perubahan pada pola konsumsi 

masyarakat, tingkat partisipasi pendidikan dan angkatan kerja perempuan, serta 

pengaruh besar terhadap fluktuasi demografi sebuah negara. Gerakan B4 telah 

memberikan perubahan pada modal manusia di Korea Selatan baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Oleh karena itu, guna merespon gerakan tersebut perlu adanya 

kebijakan yang adaptif dan inklusif untuk diterapkan yang dapat memungkinkan 

terciptanya masyarakat yang lebih adil, progresif, dapat mendukung pembangunan 

ekonomi berkelanjutan. 
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